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TENTANG HUKUM BERORGANISASI DALAM
BERDAKWAH

Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya dakwah Islam di berbagai penjuru dunia, kita
menyaksikan munculnya berbagai macam metode baru dan sarana dakwah
yang digunakan. Salah satunya adalah melalui organisasi dakwah yang
memiliki struktur tertentu seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara,
dan seterusnya.

Seiring dengan terbentuknya Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad baru-baru
ini, masalah ini kembali menghangat di tengah masyarakat. Sebagian
diantara mereka mempermasalahkan adanya dewan fatwa yang dianggap
sebagai pesaing dari lembaga fatwa resmi yang telah berdiri sebelumnya
(MUI), ada lagi yang menganggapnya sekedar memecah belah umat, dan ada
pula yang berpendapat bahwa dewan fatwa tidak boleh dikelola oleh swasta,
namun harus disahkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, kami memandang perlu untuk mendudukkan permasalahan
ini dari akarnya, yaitu tentang hukum berorganisasi dalam berdakwah.
Untuk itu, kita akan definisikan organisasi dan dakwah terlebih dalulu, baru
kita bahas masalah utamanya.

Pengertian Organisasi
Menurut KBBI (hal 803), organisasi adalah:
1. Kesatuan (susunan dsb.) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dsb.)
dalam perkumpulan dsb untuk tujuan tertentu;
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2. Kelompok kerja sama antara orang-orang Yyang diadakan untuk
mencapai tujuan bersama.

Pengertian Dakwah

Menurut KBBI (hal 232), dakwah diartikan sebagai penyiaran agama dan
pengembangannya di kalangan masyarakat yang meliputi seruan untuk
memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama.

Ada dua jenis struktur organisasi, yaitu organisasi resmi dan organisasi tidak
resmi. Organisasi dikatakan resmi ketika dua atau lebih dari dua orang
berkumpul untuk mencapai tujuan bersama, dan mereka mengikuti hubungan
formal, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan untuk kepatuhan, dan di
sana ada sistem wewenang yang jelas bagi masing-masing anggotanya.

Sedangkan organisasi tidak resmi ialah organisasi yang dibentuk di bawah
organisasi resmi sebagai sistem hubungan sosial, yang muncul saat orang-
orang dalam sebuah organisasi bertemu, berinteraksi dan bergaul satu sama
lain. Dalam organisasi yang tidak resmi, wewenang, tanggung jawab, dan
kemampuan masing-masing anggota tidak didefinisikan secara jelas.*

Pengertian Organisasi Dakwah & Urgensinya

Dengan menggabungkan pengertian kedua kosa kata di atas, dapat Kita
simpulkan bahwa organisasi dakwah artinya kerjasama antara kaum
muslimin yang diadakan dalam rangka menyeru manusia untuk memeluk,
mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Organisasi dakwah ini pun ada
yang bersifat resmi dan ada yang tidak resmi.

Dalam fatwa ini, kami hanya akan membahas tentang hukum berdakwah
lewat organisasi resmi. Sehingga yang menjadi fokus bahasan kami adalah
bagaimana hukumnya menggunakan organisasi resmi untuk mewujudkan
maslahat-maslahat dakwah. Kalau lah ada organisasi non dakwah yang
memiliki divisi dakwah, namun tidak menjadi tujuan utama mereka, maka ini
harus kita kesampingkan dari pembahasan. Demikian pula jika organisasinya
tidak resmi alias tidak memiliki pembagian wewenang yang jelas, maka ini
juga tidak kami bahas.

Bentuk-Bentuk Organisasi Dakwah

! Lihat: https://guruppkn.com/26-perbedaan-organisasi-resmi-dan-organisasi-tidak-resmi-dalam-
jenisnya



Jika dijabarkan secara lebih luas, organisasi dakwah dapat meliputi berbagali
macam bidang kehidupan. Sebab ajaran Islam itu sendiri tidak terbatas pada
bidang akidah dan ibadah saja, namun juga mencakup bidang ekonomi,
sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Organisasi dakwah yang bersifat resmi diantaranya adalah: DKM (Dewan
Kemakmuran Mesjid), Lembaga, Yayasan, Dewan Da’wah Islamiyah
Indonesia(DDII), MUI, baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi, maupun
pusat, hingga yang berskala internasional semisal Rabithah Alam Islami
(Muslim World League) yang membawahi sejumlah organisasi internasional
seperti:

1- Al Majlis Al A’la, yang merupakan struktur paling tinggi.
Beranggotakan 60 tokoh terkenal yang mewakili berbagai bangsa
muslim di dunia.

2- Al Majma' Al Fighiy Al Islami, yang beranggotakan sejumlah ulama
kelas dunia dan berkompeten membahas masalah-masalah figih.

3- Al Hai-ah Al ‘Alamiyyah Lil ‘Ulama’ Al Muslimin (The International
Organization for Muslim Scholars), yang beranggotakan sejumlah
ulama pilihan dari berbagai negara dan bertujuan menyatukan pendapat
para ulama dalam menyikapi berbagai problematika umat Islam.

4- Al Majlis Al A’la Al ‘Alami lil Masaajid, yang berkompeten di bidang
pemakmuran masjid-masjid dan pengoptimalan fungsinya.

5- Al Hai-ah Al ‘Alamiyyah lil Kitab was Sunnah, yang berkhidmat
dalam mengajarkan Al Qur’an sesuai kebutuhan kaum muslimin di
manapun mereka berada.

6- Al Hai-ah Al ‘Alamiyyah lil Ighatsah war Ri’ayah wat Tanmiyah, yang
bergerak di berbagai bidang sosial, pendidikan, kemanusiaan, dan
kesehatan di berbagai belahan dunia.”

Setiap bentuk kerjasama yang sistematis dan terstruktur dalam rangka
menyebarkan dan mengamalkan ajaran Islam, dapat diartikan sebagai
‘organisasi dakwah’, baik dengan nama Asosiasi, Organisasi, Jum’iyah,
Rabithah, lkatan, Himpunan, Lembaga, Yayasan, Komunitas, dan lain
sebagainya.

Urgensi sebuah organisasi dakwah yang resmi tidak dapat dipungkiri,
terlebih di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa salah satu mesin dakwah

?Lihat: http://www.themwl.org/web/Bodies



yang paling ampuh ialah melalui sekolah/madrasah. Tentunya,
sekolah/madrasah haruslah memiliki izin operasional dan terakreditasi untuk
bisa mengeluarkan ijasah secara resmi, dan kedua hal ini (izin operasional
dan akreditasi) hanya bisa didapatkan ketika sekolah tersebut berbadan
hukum yang disahkan oleh Kemenkumham. Badan hukum yang paling tepat
bagi sekolah dan madrasah adalah yayasan.®

Apalagi jika sekolah tersebut memiliki aset-aset yang bernilai, maka
keberadaan yayasan (baca: organisasi resmi) yang menaunginya semakin
penting. Hal ini dalam rangka menghindarkan gugatan dari pihak-pihak yang
tidak suka terhadap status kepemilikan aset tersebut.

Pandangan Para Ulama tentang Berdakwah Lewat Organisasi

Mengingat betapa pentingnya menggunakan organisasi resmi dalam
berdakwah, tak heran jika sejumlah ulama kibar telah memfatwakan
bolehnya hal tersebut. Bahkan banyak diantara mereka yang terlibat dalam
sejumlah organisasi, baik yang bersifat lokal, nasional, maupun
internasional.

Diantara para ulama tersebut adalah:

1- Syaikh ‘Al ‘Allamah Abdul Aziz bin Baz (w. 1420 H/1999 M).
Keterlibatan beliau dalam sejumlah organisasi dakwah sangatlah nyata
dan tidak dapat dipungkiri. Beliau menjabat sebagai Mufti Kerajaan Arab
Saudi (1992-1999), di samping status beliau sebagai Ketua Hai-ah
Kibaarul Ulama’ As Su’udiyyah, Ketua Idaaratul Buhuuts Al ‘Ilmiyyah
wal Iftaa’ (semacam lembaga pengkajian ilmiah dan fatwa), Kepala
Dewan Pendiri Rabithah Alam Islami, Ketua Al Majma’ul Fighiy Al
Islami, dan pernah pula menjabat sebagai Rektor Universitas Islam
Madinah selama lima tahun.’

2- Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin (w. 1421 H/2001 M). Selain
menjadi anggota Hai-ah Kibaarul Ulama’ sejak tahun 1407 H hingga
wafatnya, beliau juga menjadi kepala Jum’iyyah Tahfizhul Qur’an di kota
Unaizah sejak tahun 1405 H hingga wafatnya. Beliau juga menjabat
sebagai anggota Majelis [lmiah Univ. Imam Muhammad bin Su’ud dan
anggota Majelis Fakultas Syariah dan Ushuluddin di Univ. Imam
Muhammad bin Su’ud cabang Al Qassim, Saudi Arabia.’

3Lihat: https://fkip.untan.ac.id/p-legalitas-sekolahmadrasah.html
*Lihat: https://ar.wikipedia.org/wiki/ 3t o 532l e
*Lihat: https://ar.wikipedia.org/wiki/ cpeizll mla ¢ dess
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Syaikh Muhammad Nashiruddien Al Albani (w. 1420 H/1999 M). Beliau
sempat menjadi anggota dalam sejumlah lajnah (komite) ilmiah, seperti
Lajnah Hadits yang mengawasi penerbitan Kitab-Kitab Hadits dan
anggota Majelis Tinggi Univ. Islam Madinah tahun 1395-1398 H.°
Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Alusy Syaikh. Beliau adalah Mufti
Kerajaan Arab Saudi sepeninggal Syaikh Bin Baz hingga kini. Beliau
juga menjabat sebagai anggota Lajnah Da-imah.’

Syaikh Shalih Al Fauzan. Beliau adalah anggota di Hai-ah Kibaarul
‘Ulama’, Lajnah Da-imah, Lajnah Isyraf ‘alad Du’aat fil Hajj (Lajnah
Pengawasan Da’1 di musim haji), dan juga anggota di Al Mayma’ Al Figh
Al Islami.®

Syaikh Shalih Al Luhaidan. Beliau pernah menjabat sebagai sekretaris
Mufti Arab Saudi, yaitu Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh,
tahun 1379-1383 H. Beliau juga memiliki karir berorganisasi di
mahkamah saudi hingga diangkat sebagai kepala Majelis Al Qadha’ Al
A’la (Ketua Mahkamah Agung) pada tahun 1413 H. Beliau juga menjabat
sebagai anggota Hai-ah Kibaarul Ulama Arab Saudi sejak berdirinya di
tahun 1391 H sekaligus anggota Rabithah Alam Islami.’

Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alusy Syaikh. Beliau terlibat sebagai
musyrif (supervisor) terhadap sejumlah organisasi, seperti Mu-assasah Al
Haramain Al Kbhairiyyah, Hai-ah Al Ighatsah Al Islamiyah Al
‘Alamiyyah, dan WAMY."

Namun ada pula sejumlah ulama dan masyayikh'! yang tidak setuju dengan
pendirian jum iyah da’wah (perkumpulan/organisasi dakwah). Hanya saja
bila diperhatikan, mereka rata-rata memiliki alasan yang sama yaitu karena
berorganisasi cenderung melahirkan sikap hizbiyah alias sikap fanatik
anggota perkumpulan/organisasi tersebut terhadap sesama anggota atau
terhadap aturan organisasi. Akan tetapi, hampir semuanya sepakat bahwa
bila organisasi atau jum’iyah da’wah tersebut berdasarkan Al Qur’an dan
Sunnah sesuai pemahaman salafus shalih, lalu tidak membangun sikap wala’
(loyal) dan baro’ (berlepas diri) atas dasar organisasi (alias hizbiyah), maka

SLihat: https://ar.wikipedia.org/wiki/ SWY) cpall ol sese
"Lihat: https://ar.wikipedia.org/wiki/z=a JI &) xe o 5ol ae

8Lihat: https://ar.wikipedia.org/wiki/ )5l zla

%Lihat: https://ar.wikipedia.org/wiki/ oluall s

19 ihat: https://ar.wikipedia.org/wiki/ g Ji el ae o zlla

Seperti Syaikh Mugbil bin Hadi Al Wadi’iy, Syaikh Rabi’ Al Madkhali, Syaikh Al Albani, Syaikh
Yahya Al Hajuri, Syaikh Muhammad bin Hadi Al Madkhali, dll. Akan tetapi mereka tidak melarang
berorganisasi secara mutlak sebagaimana yang dapat difahami dari alasan-alasannya.
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organisasi seperti ini tidak dilarang, bahkan termasuk bentuk tolong-
menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Selain masalah hizbiyah (wala’ dan baro’ atas dasar organisasi), alasan lain
dari mereka yang kontra terhadap organisasi adalah®®:

1-

Organisasi tidak digunakan oleh Assalafus shalih dalam berdakwah.
Padahal jika alasannya untuk mendanai dakwah, maka para salaf lebih
membutuhkan dana untuk berdakwah daripada kita, kendatipun demikian
mereka tidak mendirikan organisasi atau perkumpulan dalam rangka
dakwah. Ini menunjukkan bahwa yang terbaik dalam berdakwah adalah
tanpa melalui organisasi berupa yayasan atau yang semisalnya. Dan
sesuatu yang sebabnya telah ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi
Wasallam akan tetapi tidak dilakukan oleh beliau tanpa adanya
penghalang, berarti masuk kategori bid ah.

Organisasi menyibukkan anggotanya dari menuntut ilmu dengan berbagai
macam program seperti membangun masjid, kafalah (kepengasuhan)
anak yatim, dan kegiatan sosial lainnya. Oleh karenanya, tidak ada ulama
yang terlahir dari sebuah organisasi, namun mereka lahir dari markas-
markas ilmu di mesjid-mesjid, bukan dari organisasi/perkumpulan.
Organisasi biasanya tidak lepas dari penggalangan dana dan ini
menjadikan seseorang merendahkan dirinya untuk meminta-minta.
Padahal kita telah dilarang untuk meminta-minta, kepada sesama manusia
dan kalaupun alasannya demi mendanai dakwah, maka para salaf lebih
membutuhkan dana untuk berdakwah, namun mereka tidak mendirikan
perkumpulan sebagaimana yang kita kenal.

Organisasi menjadikan  anggotanya  bermudah-mudahan  dalam
berinteraksi dengan bank ribawi.

Organisasi menjadikan anggotanya bermudah-mudahan dalam fotografi
makhluk bernyawa. Karena biasanya mereka yang terlibat penggalangan
dana dan penyaluran dana untuk kegiatan sosial pasti melakukan
dokumentasi yang tidak lepas dari fotografi makhluk bernyawa.
Organisasi sering terlibat dalam pengelolaan harta secara tidak syar’i,
karena seringkali para pengurus organisasi itu bukanlah orang-orang yang
ahli agama dan mengerti bagaimana mengelola harta secara syar’i.

2penjelasan lebih lanjut tentang masalah hizbiyah ini ada di bagian akhir fatwa. :
¥Disarikan dari sumber-sumber berikut: Tulisan berjudul (f:seall Clmeal) i 5 aulie Cany dadia), (1 55Y)

Aall g sl 331 5 A jall Cilmanll die A jall aie 8 4330, hitps://www.sh-yahia.net/show_books_28.html,
dll.
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7- Organisasi memicu terjadinya perselisihan dan perpecahan di tengah
umat, karena ketika seorang da’i telah bergabung dalam organisasi
tertentu maka orang yang di luar organisasinya cenderung bersikap
menjauhi orang tersebut maupun organisasinya.

8- Organisasi mendorong anggotanya bermudah-mudahan (tasamuh) dalam
memegang aturan syariat, bahkan mengorbankan sebagian aturan syariat
(tanazul) untuk kemaslahatan kelompok.

9- Organisasi biasanya terikat dengan aturan pemerintah yang sering kali
tidak sesuai dengan syariat sehingga dakwah yang dilaksanakan melalui
organisasi tersebut menjadi tidak berkah.

Tinjauan ilmiah terhadap alasan-alasan di atas
(1) Apakah berdakwah lewat organisasi tergolong bid’ah?

Apakah organisasi termasuk kebid’ahan atau tidak maka ini kembali kepada
pembahasan tentang hukum metode dan sarana dakwah, apakah dia bersifat
taugifiyah (hanya mengikuti nas/dalil) ataukah ijtihadiyah (boleh ditentukan
melalui ijtihad)? Terkait hal ini juga terjadi perbedaan sudut pandang di
kalangan ulama kontemporer.

Baik mereka yang mengatakan tauqifiyah maupun ijtihadiyah, semuanya
bermaksud baik. Kalangan pertama bermaksud menjaga kemurnian dakwah
Islam dari perbuatan-perbuatan yang dianggap bid’ah. Sedangkan kalangan
kedua bermaksud membuka pintu dakwah dengan menggunakan berbagai
sarana yang memudahkan manusia untuk masuk ke dalam pangkuan Islam,
mempelajarinya, dan mengamalkannya.

Terlepas dari itu semua, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam
hal ini, yaitu:

1- Wajibnya mengedepankan husnu dzhon terhadap kaum muslimin,
terutama diantara para da’i dari masing-masing pihak. Tidak boleh
gegabah dalam menyematkan gelar bid’ah dan sesat terhadap pihak
yang tidak sependapat dengannya, selama dalilnya belum jelas.

2- Kita semua yakin bahwa Rasulullah tidak menyebutkan dan
menjelaskan semua bentuk bid’ah, karena hal ini adalah sesuatu yang
mustahil dilakukan. Sehingga beliau hanya memberikan peringatan
umum tentang bahaya bid’ah dan rambu-rambu global tentang
karakteristik bid’ah, agar seorang Ahlussunnah dapat menggunakan
giyas untuk menilai hal-hal yang muncul di kemudian hari, apakah itu

termasuk bid’ah ataukah tidak?
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3- Sebagaimana diyakini pula bahwa masalah suatu perbuatan dihukumi
bid’ah atau tidak harus disikapi secara hati-hati, bukan secara
bermudah-mudahan.  Artinya, jika suatu perbuatan  masih
diperselisinkan statusnya antara bid’'ah atau kah bukan, maka
hendaknya seorang muslim bersikap menjauhinya sebisa mungkin
dalam rangka berhati-hati.

4- Sarana dakwah sebenarnya terbagi menjadi tiga:

Pertama: sarana-sarana yang secara tegas diperbolehkan/diperintahkan
oleh dalil-dalil syar’i.

Kedua: sarana-sarana yang secara tegas dilarang oleh dalil-dalil syar’i,
dan

Ketiga: sarana-sarana yang tidak memiliki dalil khusus yang
membolehkan maupun melarangnya. Mereka yang menganggap bahwa
sarana dakwah bersifat taugifiyyah akan menolak jenis yang ketiga ini
secara mutlak. Sedangkan mereka yang menganggap sarana dakwah
bersifat ijtihadiyan akan mengatakan bahwa selama sarana tersebut
tidak mengandung hal-hal yang menyelisihi kaidah syariat dan prinsip
agama, maka tidak mengapa digunakan sebagai sarana dakwah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada ijma’ dalam masalah ini. Masing-
masing berdalil dan berusaha memfatwakan apa yang menurutnya paling
tepat, sesuai dengan wawasan, kondisi penanya, dan analisa terhadap dalil
yang ada dan keterkaitannya dengan realita.

Kesimpulannya: berdakwah lewat organisasi tidak bisa dihukumi bid’ah
secara mutlak karena tidak memiliki dalil goth’iy (paten) yang
membid’ahkannya.

(2) Menyibukkan dari menuntut ilmu

Terkait dengan alasan ini, maka perlu dipisahkan antara organisasi yang
murni untuk dakwah dengan organisasi lain yang tidak murni untuk dakwah,
namun memiliki divisi dakwah, seperti ormas-ormas Islam dan lain
sebagainya. Sebab masing-masing organisasi memiliki sistematika dan
tujuan tertentu, sehingga yang menjadi tinjauan adalah kedua hal tersebut,
bukan organisasi itu sendiri secara umum. Jika sistematika atau metode yang
digunakan serta tujuannya memang bukan untuk mencetak para penuntut
ilmu dan ulama serta tidak murni untuk berdakwah, maka berarti organisasi
tersebut di luar pembahasan Kita.



Demikian pula jika organisasi tersebut bertujuan menyebarkan ilmu dan
mendakwahkan Islam, namun caranya tidak syar’i dan justru menyibukkan
anggotanya dari menuntut ilmu syar’i, maka ini tidak boleh menjadi alasan
untuk melarang dan menyalahkan organisasi lain yang tidak demikian. Sebab
hari ini pun pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam, kajian-kajian
ilmiah dan dauroh syar’iyyah di masjid, semuanya perlu ‘organisasi’ alias
perlu pengaturan. Pesantren dan sekolah pasti memiliki mudir/kepala dan
sejumlah pengurus demikian pula dengan dauroh syariyyah, safari dakwah,
dan berbagai kajian ilmiyah non formal lainnya.

Memang benar bahwa untuk berdakwah dalam batasan tertentu tidak perlu
mendirikan yayasan atau ormas, khususnya untuk yang bersifat non formal
seperti kajian di masjid, dauroh, dan safari dakwah. Akan tetapi dengan
memiliki organisasi yang berbadan hukum, eksistensi dakwah akan lebih
kuat dan tidak mudah dihalangi atau dihentikan oleh pihak-pihak yang tidak
suka.

Kalaulah organisasi mutlak dianggap menyibukkan dari menuntut ilmu,
maka tanpa organisasi secara mutlak justru dapat menghentikan proses
belajar-mengajar dan penyebaran ilmu itu sendiri. Atau minimal
menjadikannya kacau, tidak tertib, tersendat-sendat karena kehabisan dana,
dan masalah-masalah lainnya.

Terkait klaim bahwa para ulama terlahir dari markas-markas ilmu, bukan
dari organisasi, adalah tidak tepat. Karena sejatinya markas-markas ilmu pun
termasuk bentuk organisasi. Demikian pula ma’had-ma’had, perguruan
tinggi, dan lembaga pendidikan formal lainnya yang sampai hari ini tetap
mencetak ulama dan ahli-ahli agama.

(3) Meminta-minta sumbangan

Terkait dengan fenomena menjadikan organisasi (dalam berbagai bentuknya)
sebagai sarana untuk meminta sumbangan, maka perlu dibedakan antara
meminta sumbangan tanpa alasan syar’i dengan yang disertai alasan syar’l,
baik bagi pribadi maupun orang lain.

Meminta harta kepada orang lain dengan alasan syar’i seperti mengajak
orang untuk bersedekah (dalam berbagai bentuknya) adalah perbuatan yang
sangat dianjurkan berdasarkan nash Alqur’an dan hadits. Berikut ini sebagian
ayat dan hadits yang menyatakan hal tersebut:

114 ol W G ol ol S o Bllay A BA N QAR G ST 2 Vi
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“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka, kecuali
pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh bersedekah, atau berbuat
kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia”. (QS. An Nisa’:
114)

311000 Sl ol o 2 Vit B o0 A0 0 L3 b el

“ Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?. ltulah orang yang
menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang
miskin”. (QS. Al Ma’un: 1-3)

Demikian pula disebutkan dalam hadits Jarir bin Abdillah yang mengatakan:

“Suatu ketika kami bersama Rasulullan di siang hari kemudian datang
sekelompok orang tanpa beralas kaki, bertelanjang dada, dan hanya
bersarung kain yang robek-robek sembari mengalungkan pedang mereka di
leher. Mayoritasnya bahkan seluruhnya dari suku Mudhar. Melihat kondisi
mereka, wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sedih.
Beliau kemudian masuk rumah lalu keluar lagi dan memerintahkan Bilal
untuk mengumandangkan adzan kemudian iqomah dan lantas shalat. Usai
shalat beliau berkhotbah dengan membaca firman Allah yang artinya ‘Wahai
sekalian manusia bertakwalah kalian kepada Tuhan yang telah menciptakan
kalian dari jiwa yang satu, kemudian Dia menciptakan dirinya istrinya, lalu
mengembangbiakkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan
bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan nama-Nya kalian saling
meminta dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sungguhnya Allah Maha
mengawasi kalian (An-nisa ayat 1). Kemudian beliau membaca ayat 18
surahAl-Hasyr yang artinya ‘Bertakwalah kalian kepada Allah dan
hendaklah masing-masing memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk
hari esok. Bertakwalah kepada Allah... " kemudian Beliau bersabda,

803 B 15 (1B 3>) o005 glio (0 <03 plim (0 <t (30 cdatyd (s coplins (30 U2y Bl
Ealy o Gl s o 118 e a8 b Lge Soead 468 03 s JLas¥l o oy sled 18
Cran " 1ol gy Jad inin 1S Ul @8 bl Jomoy A2 Sl 3o coilidy plabs e (4858
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‘Hendaknya seseorang bersedekah menyisihkan uang dinarnya,
dirhamnya, pakaiannya, gandumnya, kurmanya, sampai-sampai beliau
menyebut walaupun hanya separuh butir kurma’ maka datanglah
seseorang dari kaum Anshor yang membawa kantung kurma yang hampir
tidak mampu ditampung dengan telapak tangannya, kemudian orang-orang
pun berbondong-bondong meneladani sedekahnya sehingga terkumpullah di
hadapan Rasulullah dua tumpukan makanan dan pakaian. Maka wajah
Rasulullah nampak bersinar-sinar,lantas beliau bersabda yang artinya
‘Barangsiapa mengajarkan kebaikan dalam Islam maka dia akan
mendapatkan pahala dirinya dan pahala orang-orang yang mengikutinya
tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun dan barangsiapa mengajarkan
keburukan dalam Islam maka dia akan mendapatkan dosa dirinya dan dosa
orang-orang Yyang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka
sedikitpun.

Adapun dalil bolehnya meminta harta kepada orang lain untuk kepentingan
pribadi dalam kondisi tertentu adalah ayat dan hadits berikut:

19 o, %@;‘;@35 Sl 5 5-,%‘337 L};‘%’

“Pada harta mereka terdapat hak bagi orang yang meminta dan yang tidak
mendapat bagian.” (QS. Adz Dzariyaat: 19)

o paad o LD 0 2058 Als gaas 356 w53 Y) a8V UL §) LauS
3 e (e a138 S5 AL 40 2055 A0 Es a3 Basls dlial 21235 s
Eilial 18T ida3d (o Ll (693 (o B0 poks S5 HB6 Aiglial Y1235 - (AR (o 1310 OB
Gohlgar b - e (s 1300 JB 31 - Qe e a135 G S5 AL 4 5 EB16 Bl
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Wahai Qabishah, meminta santunan tidak dihalalkan kecuali bagi salah satu
dari tiga orang: seseorang yang menanggung hutang demi mendamaikan
dua pihak yang berselisih, maka dia berhak meminta santunan hingga
hutangnya terbayar, lalu berhenti meminta. Atau seseorang yang terkena
musibah hingga meludeskan hartanya, maka ia berhak meminta santunan
hingga mendapatkan harta yang mampu menopang hidupnya. Atau
seseorang yang jatuh miskin, sehingga ada tiga orang bijak dari kaumnya
yang bersaksi bahwa si fulan memang jatuh miskin, maka ia berhak meminta

¥HR. Muslim no 1017.
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santunan hingga mendapatkan harta yang mampu menopang hidupnya.
Adapun meminta-minta karena selain itu Hai Qabishah, maka termasuk
harta haram yang dimakan secara haram !

Jadi, selama penggalangan dana atau himbauan agar memberi sumbangan
tersebut dilakukan saat dibutuhkan dan bagi orang yang berhak
mendapatkannya secara syar’i, maka tidak dilarang. Apalagi jika 100% dari
dana yang terkumpul benar-benar disalurkan kepada mereka yang berhak
tanpa ada yang dimanfaatkan oleh anggota organisasi tersebut, maka tidak
ada alasan untuk mencela apalagi melarang perbuatan tersebut, karena ia
masuk kategori ta ‘awun alal birri wat tagwa.

Solusinya:

1- Tiap organisasi seyogyanya memiliki badan usaha yang menjamin
kemandiriannya sehingga tidak lagi membiayai operasionalnya dari
santunan masyarakat, agar terhindar dari fitnah.

2- Aliran dana harus diawasi oleh auditor publik agar transparan dan
meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan.

(4) Bermudah-mudahan dalam berinteraksi dengan bank ribawi

Alasan ini sebenarnya tidak hanya tertuju kepada organisasi, hamun juga
kepada setiap individu. Akan tetapi kepemilikan rekening di bank sudah
menjadi hajat hidup yang sulit dihindari (45 4ss) bagi masyarakat pada
umumnya, apalagi bagi suatu organisasi. Sehingga ini menjadi sesuatu yang
dibolehkan berdasarkan kaidah ( 4=k 5 culSaule ) pall A yie J 36 dalall)
artinya, kondisi membutuhkan diperlakukan sebagaimana kondisi darurat,
baik yang sifatnya umum maupun khusus.*® Dan sebagaimana dimaklumi,
kondisi darurat membolehkan hal-hal yang pada dasarnya terlarang, selama
hal itu dilakukan sesuai kadar kebutuhan saja dan tidak berlebihan.
Berangkat dari sini, kami memandang bahwa bermuamalah dengan bank
ribawi bagi suatu organisasi hari ini adalah sesuatu yang dibolehkan karena
sangat diperlukan, namun dengan tetap mengindahkan aturan-aturan berikut:

1- Tidak menyimpan dana di bank konvensional, namun memilih bank
syariah untuk meminimalisasi mudharat penggunaan dana oleh pihak
bank.

HR. Muslim no 1044.
'®|_ijhat: Al Asybaah wan Nadhaair, As Suyuti, 88.
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2- Memilih jenis tabungan tanpa bunga/bagi hasil, atau jika tidak ada
maka dipilih yang bunganya paling kecil.

3- Berusaha untuk tidak mengendapkan dana di bank terlalu lama dan
segera menyalurkannya.

4- Tidak memanfaatkan bunga bank/bagi hasil untuk kepentingan
organisasi, namun disalurkan untuk kepentingan umum.

(5) Bermudah-mudahan dalam fotografi makhluk bernyawa

Terkait fotografi makhluk bernyawa perlu dirinci, karena tujuan fotografi
disini mempengaruhi hukumnya. Di samping masalah ini juga sifatnya masih
diperselisihkan oleh para ulama kontemporer, sehingga berlaku padanya
sikap saling menghargai dan tidak saling mencela, sebagaimana yang berlaku
pada masalah-masalah ijtihadiyah lainnya.

Jika kita berbicara tentang kehati-hatian dalam menyikapi masalah masalah
yang diperselisihkan oleh para ulama(ihtiyat), maka sebaiknya fotografi
makhluk bernyawa dihindari saja. Jika terpaksa melakukan fotografi maka
harus dibatasi sesuai kadar keperluannya. Akan tetapi, sikap ihtiyat ini
bukanlah alasan untuk memaksa pihak yang berbeda pendapat agar
mengikuti kita dalam masalah ini.

Ibnu Hazm mengatakan,

4‘.’?)“;012\9 4&1&‘-4.}{?&.5_301 byd&j.‘gj 4wmcwﬂ‘éb‘jbw§/‘w
2 (1 Soell g @ Jlad. (¥ ) oy ST T

Sikap ihtiyat (kehati-hatian) bukanlah sesuatu yang diwajibkan dalam
beragama,akan tetapi hal itu baik. Tidak boleh bagi seseorang untuk
menjatuhkan putusan atas orang lain atau memaksakan sesuatu kepada
orang lain berdasarkan ihtiyat, namun ia cukup menganjurkan orang lain
untuk ihtiyat. Sebab Allah tidak mewajibkan seseorang untuk menetapkan
hukum berdasarkan ihtiyat."’

Apalagi klaim ‘bermudah-mudahan’ disini harus memiliki kriteria yang
jelas. Karena boleh jadi seseorang menganggap perbuatan orang lain sebagai
sikap bermudah-mudahan, padahal sebetulnya itu dilakukan karena terpaksa
atau karena alasan syar’i yang tidak diketahuinya.

YL ihat: ([48 u=] 1 SLs cuial ey 4@l 8 LiaWL Jead)), yang dinukil melalui:
http://www.denana.com/main/articles.aspx?article_no=7741&pgtyp=66.
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(6) Pengelolaan harta umat secara tidak syar’i

Hal ini memang terjadi dan dilakukan oleh sejumlah organisasi yang
dijalankan oleh mereka yang minim ilmu dan ketakwaan, atau karena
lemahnya pengawasan publik atas aliran dana yang masuk. Oleh karenanya,
kelemahan ini dapat ditanggulangi atau diminimalisasi dengan peran orang-
orang yang mumpuni dalam ilmu syar’i ditambah dengan adanya auditor
publik yang menjadikan setiap aliran keluar-masuk dana dapat terpantau dan
dipertanggungjawabkan.

Kasus ini juga sangat mungkin terjadi pada individu yang menerima amanat
dari orang lain berupa harta. Intinya, adanya sejumlah organisasi dakwah
yang tidak syar’i dalam mengelola harta umat, tidak bisa menjadi alasan
untuk mencela organisasi dakwah secara umum, karena itu adalah perbuatan
oknum, sebagaimana yang tidak berorganisasi pun kadang terjerumus dalam
masalah yang sama. Yang penting adalah bagaimana kita menciptakan dan
menjalankan sistem pengelolaan harta secara profesional dan amanah.
Apalagi bila organisasi telah memiliki unit usaha mandiri untuk menghidupi
dirinya, maka akan lebih terhindar dari masalah ini.

Solusinya adalah:

1. Organisasi harus diketuai dan diawasi oleh orang-orang yang ahli
agama sekaligus memiliki ketakwaan kepada Allah.

2. Di samping itu, setiap organisasi dakwah harus memiliki auditor
publik dan bendahara yang amanah.

(7) Memicu perselisinan dan perpecahan

Alasan ini hanya terjadi bilamana perkumpulan tersebut adalah perkumpulan
yang dibangun atas dasar hizbiyah. Namun jika ia dibangun atas dasar Al
Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salafus Sholeh dan tujuannya sesuai
dengan syariat, maka ia tidak akan memicu perselisihan dan perpecahan.
Sehingga yang menjadi tolok ukur adalah aturan organisasi tersebut dan
tujuannya, bukan semata-mata bahwa organisasi itu sendiri pasti memicu
perselisihan dan perpecahan, sebagaimana yang dapat kita fahami dari
penjelasan Syaikh Al Albani dalam poin kelima di atas.

(8) Tasamuh dan tanazul demi kemaslahatan organisasi
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Tasamuh atau sikap toleran terhadap penyimpangan dan tanazul alias
mengorbankan prinsip Islam demi kemaslahatan kelompok memang
dijumpai pada banyak organisasi. Diantara penyebabnya adalah karena
organisasi tersebut tidak berasaskan Alquran dan Sunnah sesuai pemahaman
Salafus Sholeh, di samping para pengurusnya dan pemimpinnya bukanlah
orang-orang yang berilmu dan bertagwa kepada Allah, atau karena hakikat
dari organisasi tersebut bukanlah organisasi dakwah namun organisasi politik
atau organisasi lainnya yang memiliki divisi dakwah namun tidak murni
bergerak dalam bidang dakwah. Sehingga tidak heran jika dakwahnya
dibangun atas dasar kepentingan politik dan kemaslahatan kelompok.

(9) Terikat dengan aturan pemerintah yang tidak syar’i

Terkait hal ini harus dirinci dahulu, aturan manakah yang dimaksud? Lalu
sejauh manakah suatu perkumpulan mesti terikat dengan aturan tersebut jika
dilihat dari sisi maslahat dan mafsadatnya? Karena boleh jadi aturan tersebut
bersifat darurat dan tidak bisa terlepas darinya, namun dia juga tidak
bertentangan dengan ushuluddin, sehingga secara kaidah figih bisa
ditoleransi dalam batas-batas tertentu. Ataukah aturan tersebut tidak bersifat
darurat dan bertentangan dengan ushuluddin, sehingga tidak boleh ditaati
sama sekali. Kemudian perlu juga dilihat sejaun mana urgensi pendirian
organisasi dakwah di suatu negara yang menerapkan aturan-aturan yang
tidak syar'i tersebut?

Intinya, masalah ini harus ditinjau secara khusus kasus per kasus dan tidak
dapat dipukul ratakan.

Permasalahan Hizbiyyah (Fanatisme Golongan)

Untuk alasan yang satu ini sebenarnya juga tidak khusus berlaku bagi
organisasi dan perkumpulan yang bersifat resmi. Karena hizbiyyah dan
fanatisme golongan dapat terjadi di kelompok mana pun, termasuk yang anti
organisasi itu sendiri. Karena hakikat dari hizbiyyah adalah sikap fanatik
seseorang kepada golongan dan kelompoknya,sehingga ia membela
perbuatan, perkataan, atau pemikiran kelompoknya walaupun bertentangan
dengan kebenaran.

Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan:
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Seorang penuntut ilmu harus terbebas dari sikap sektarian dan hizbiyah.
Artinya, tidak boleh dia mengikat wala' dan baro' terhadap sekte atau
kelompok tertentu. Sikap seperti ini jelaslah bertentangan dengan manhaj
salaf, karena as Salafus Sholeh bukanlah banyak kelompok namun hanya
satu kelompok. Semuanya masuk dalam firman Allah yang artinya 'Dialah
yang menamakan kalian sebagai muslimin sebelum ini' (Al Hajj ayat 78).
Jadi, tidak boleh ada hizbiyah, pluralisme, wala' maupun baro’ kecuali
berdasarkan ajaran Al qur’an dan Sunnah. Ada sebagian kalangan yang
fanatik terhadap kelompok tertentu, lalu dia membenarkan manhajnya,
mencari-carikan dalil untuk membenarkannya meski dalil tersebut
sebetulnya justru menyalahkannya, ia selalu membelanya dan menganggap
sesat golongan lain walaupun yang lain lebih dekat kepada kebenaran
darinya. Dia berprinsip bahwa barangsiapa tidak bersamaku maka dia adalah
musuhku. Ini adalah prinsip busuk, karena di sana masih ada kelompok
tengah-tengah yang dia tidak bersamamu namun juga tidak memusuhimu.
Kalaupun dia bertentangan denganmu karena mengikuti kebenaran, maka
sebenarnya dia bersamamu, sebab Nabi bersabda yang artinya ‘Belalah
saudaramu baik dia sebagai pihak yang zalim maupun dizalimi’. Cara
membela pihak yang zalim adalah dengan mencegahnya dari kezaliman...
Oleh sebab itu kita terkadang mendapati sebagian penuntut ilmu yang belajar
di salah satu syaikh (guru), kemudian dia membela syaikh tersebut dalam
kebenaran maupun kebatilan. Dia memusuhi syaikh yang lain dan
menganggap mereka sesat, membid’ahkannya, dan menganggap bahwa
hanya gurunya saja yang berilmu dan ingin berbuat baik. Adapun yang
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lainnya hanya dianggap jahil atau ingin merusak. Ini adalah kesalahan besar!
Yang wajib diikuti adalah pendapat orang yang sesuai dengan Alguran dan
Sunnah serta pendapat para sahabat Nabi Shallallahu Alaih1 Wasallam. >18

Kesimpulannya, sekedar berorganisasi dan berkelompok tidak bisa dituduh
hizbiyyah, kecuali bila ditemukan hakikat hizbiyyah di dalam organisasi
tersebut. Dan ketika hakikat hizbiyah ditemukan dalam suatu organisasi atau
perkumpulan, tidak berarti bahwa semua organisasi atau perkumpulan pasti
seperti itu.

Syekh Al-Albani pernah ditanya tentang Jum’iyah Al Hikmah Al Khairiyah
(Yayasan Sosial) dari Yaman, maka setelah beliau mendapat penjelasan
tentang visi & misi jum’iyah tersebut, beliau mengatakan:
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Setiap jumiyah atau perkumpulan yang berdiri di atas asas Islam yang
benar, yang aturannya diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah serta
praktek Salafus Sholeh, maka setiap perkumpulan yang berdiri di atas asas
ini tidak punya alasan untuk diingkari dan dituduh sebagai hizbiyah, sebab

itu semua masuk dalam kategori ta’awun alal birri wat tagwa, dan ta'‘awun
seperti ini adalah tujuan syar’i yang wasilahnya bisa berbeda-beda dari satu

®Dinukil secara ringkas dari Kitabul 'llm, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal 89-91.
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waktu ke waktu yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dari
satu negara ke negara yang lain. Oleh karena itu, menuduh setiap
perkumpulan atas dasar ta’ awun sebagai perkumpulan hizbiyah atau bid ah,
adalah tuduhan yang tidak berdasar, karena itu menyelisihi apa yang telah
ditetapkan oleh para ulama dalam membedakan antara bid'ah yang secara
umum disifati sebagai kesesatan, dengan sunnah hasanah yang artinya
adalah suatu cara yang diadakan dan diciptakan untuk mengantarkan kaum
muslimin kepada suatu perkara yang disyariatkan berdasarkan nash. Oleh
karena itu, perkumpulan-perkumpulan di zaman ini dari segi wasilah
(sarana) tidaklah berbeda dengan wasilah-wasilah lain yang diadakan saat
ini untuk mempermudah kaum muslimin mencapai tujuan-tujuan yang
masyru'. Apa yang kita lakukan dalam majelis ini dengan menggunakan
alat-alat rekam dalam berbagai macam bentuk dan fungsinya, termasuk
wasilah yang diada-adakan dan digunakan untuk mewujudkan suatu tujuan
vang syar’i, Jadi ia tergolong wasilah yang disyariatkan. Namun jika tidak
syar’i tujuannya, maka wasilahnya menjadi tidak syar’i. Demikian pula alat-
alat transportasi yang banyak dan bermacam-macam pada hari ini, baik
berupa mobil, pesawat, dan sebagainya juga tergolong wasilah-wasilah
vang bila digunakan untuk mewujudkan tujuan syar’i maka dia menjadi
syar’i, namun jika tidak syar’i tujuannya, maka wasilahnya menjadi tidak

,+ 19
syar’i.

Kesimpulan akhir

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi standar penilaian terhadap
organisasi yang merupakan salah satu wasilah dakwah adalah sejauh mana
keterikatan dan komitmen organisasi tersebut terhadap Alquran dan Sunnah
berdasar pemahaman Salafus Sholeh. Bila didapati padanya banyak
penyimpangan terhadap asas ini, maka para ulama dan ahli agama harus
menjelaskan dan memperingatkan umat dari bahaya organisasi tersebut,
walaupun ia mengatasnamakan dakwah Islam. Namun bila sebaliknya, maka
Kita harus bersikap toleran dan berusaha menjadikannya lebih baik. Berikut
ini kami nukilkan penjelasan Syaikh Bin Baz sebagai penutup.Beliau
mengatakan,
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% ihat: http://alalbany.me/play.php?catsmktba=15085.
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Para ulama wajib menjelaskan hakikat dan mengkritisi setiap jamaah atau
kelompok, kemudian menasehati semua pihak agar berjalan sesuai dengan
aturan yang telah digariskan oleh Allah bagi hamba-Nya dan didakwahkan
oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangsiapa
melanggar aturan tersebut dan bersikukuh dengan pendapatnya demi
kepentingan pribadi atau tujuan-tujuan tersembunyi yang hanya diketahui
oleh Allah, maka kelompok tersebut wajib dibeberkan dan diperingatkan
secara terbuka oleh orang-orang yang mengetahui hakikat mereka.
Tujuannya agar orang-orang menjauhi jalan mereka dan tidak bergabung
bersama mereka, terutama mereka yang tidak mengetahui hakikat dari
kelompok tersebut, agar tidak ikut tersesat dan melenceng dari jalan lurus
yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya. Sebagaimana dalam firman
Allah yang artinya, ‘Inilah jalan-Ku, maka lIkutilah jalan ini dan janganlah
kalian mengikuti jalan-jalan lain yang mencerai-beraikan kalian dari
jalannya. Demikianlah Allah berwasiat kepada kalian agar kalian
bertagwa. Termasuk sesuatu yang tidak diragukan, bahwa banyaknya firgoh
(golongan) dan kelompok dalamumat Islam termasuk sesuatu yang sangat
diinginkan oleh setan dan musuh-musuh Islam dari kalangan manusia. Hal
ini karena ketika kaum muslimin bersepakat dalam ucapan, menyatukan
barisan, dan menyadari bahaya yang mengancam mereka serta akidah
mereka, pastilah mereka akan berusaha untuk melawan hal tersebut dan
bekerja dalam satu barisan demi kemaslahatan kaum muslimin, dan demi

menolak bahaya yang mengancam agama, negara, maupun saudara mereka.
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Dan sikap ini jelas tidak disukai oleh musuh-musuh kita dari kalangan jin
maupun manusia. Oleh karenanya, mereka sangat antusias untuk memecah-
belah kekompakan kaum muslimin, mencerai-beraikan persatuan mereka,
dan menyebarkan benih-benih permusuhan diantara mereka. Kita memohon
kepada Allah agar menyatukan kalimat kaum muslimin di atas kebenaran
dan menyingkirkan setiap fitnah dan kesesatan dari tubuh umat,
sesungguhnya Dia lah yang mampu melakukan hal tersebut dan berkuasa
atasnya.”’

Catatan: Fatwa ini berlaku umum bagi setiap organisasi dakwah, baik yang
bergerak di bidang penyebaran ajaran Islam secara formal maupun non
formal, termasuk lembaga-lembaga fatwa®', perkumpulan ulama, majelis
taklim, dan sebagainya.

Bahkan terkait dengan terbentuknya Dewan Fatwa yang dipermasalahkan
oleh sebagian kalangan, sangat tidak logis dan ilmiah jika berfatwa secara
pribadi diperbolenkan sedangkan berfatwa secara kolektif justru dilarang.
Padahal, fatwa yang dirumuskan secara bersama-samma dan dikritisi oleh 10
orang ustadz dengan spesialisasi masing-masing, tentunya akan lebih
matang, berbobot, dan jauh dari kesalahan. Sehingga sangat aneh jika
masing-masing anggota Dewan Fatwa diperbolehkan berfatwa secara
pribadi, namun tidak boleh berfatwa secara kolektif.

Adapun pendapat bahwa lembaga fatwa hanya boleh didirikan oleh
pemerintah, adalah jelas keliru. Sebab mereka mengakui MUI sebagai
lembaga fatwa yang sah, sedangkan MUI sendiri sejatinya bukanlah
didirikan oleh pemerintah. MUI adalah kumpulan dari perwakilan ormas
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2!Khusus terkait Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad (DFPA), kami pernah menanyakan kepada
Prof. Dr. Sulaiman Ar Ruhaily tentang statusnya, maka beliau menjawab bahwa berdirinya DFPA
adalah sesuatu yang baik dan sangat dibutuhkan oleh umat. la berada di bawah naungan Perhimpunan
Al Irsyad yang bermanhaj salafi. Beliau juga menekankan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh
DFPA tidaklah bersifat mengikat dan harus dipatuhi, dan tidak boleh ada sikap fanatik terhadap fatwa-
fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa. Dewan Fatwa hendaknya tidak tergesa-gesa dalam
mengeluarkan fatwa yang berdampak besar terhadap masyarakat, akan tetapi perlu sikap hati-hati dan
kajian mendalam sebelum difatwakan. Seandainyapun ada fatwa yang terbukti keliru maka harus
dikoreksi, dan bila perlu dalam menyikapi masalah-masalah yang berat maka berkonsultasi terlebih
dahulu kepada ulama kibar (senior), dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada secara rinci
kepada mereka, lalu menjelaskan apa yang difatwakan oleh Dewan Fatwa dan meminta penilaian para
ulama tersebut. Bila ada diantara para ulama kibar tadi ada yang sependapat dengan kesimpulan
Dewan Fatwa, maka dianjurkan untuk mencantumkan nama mereka agar fatwa tersebut lebih berbobot
dan mengena di hati masyarakat. Demikian poin-poin terpenting yang beliau jelaskan saat kami
kunjungi di sela-sela acara daurah syar’iyyah ke-19 bulan Juli 2018 di kota Batu, Jawa Timur.

20



Islam di Indonesia, baik dari kalangan NU, Muhammadiyah, Persis, Al
Irsyad, maupun yang lainnya.
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